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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional 

dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia serta melakukan perbandingan dengan 

National Security Council di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, 

komparatif dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Ketahanan 

Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan gerakan 

pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan 

nasional Indonesia. Namun, dasar hukum pembentukannya yang berbentuk Keputusan 

Presiden dinilai belum memberikan legitimasi yang kuat apabila dibandingkan dengan 

kedudukan National Security Council Amerika Serikat yang dibentuk melalui undang-

undang federal, yaitu National Security Act of 1947. Oleh karena itu, penelitian ini 

merekomendasikan penguatan kedudukan Dewan Ketahanan Nasional melalui 

pembentukan berdasarkan undang-undang guna memberikan legitimasi yang lebih kuat, 

menjamin keberlanjutan kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas perannya dalam 

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 
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ABSTRACT 

INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE NATIONAL SECURITY COUNCIL IN 

THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 
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This study uses a normative legal research method with a regulatory, comparative, and 

historical approach. The results of the study show that the Indonesia National Security 

Council has the task of assisting the President in organizing national security 

development movements to ensure the achievement of Indonesia's national goals and 

interests. However, the legal basis for its formation in the form of a Presidential Decree 

is considered to lack strong legitimacy when compared to the position of the United 

States National Security Council, which was formed through federal law, namely the 

National Security Act of 1947. Therefore, this study recommends strengthening the 

position of the Indonesia National Security Council through its establishment based on 

legislation in order to provide stronger legitimacy, ensure institutional sustainability, 

and enhance the effectiveness of its role in the constitutional system of the Republic of 

Indonesia. 
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